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ABSTRAK 
SHERLY HERDIYANTI. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap 
Pelanggaran “Qanun” di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) 
(di bimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hj.Nur Azisa) 
 
Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk dalam pelanggaran “Qanun” 
dibidang maisir. Hukuman cambuk adalah Hukuman cambuk merupakan  
sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara 
mencambuk badannya. Salah satu qanun yang mengatur tentang sanski 
pidana cambuk yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang maisir 
atau judi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan 
sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang maisir dan 
mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam 
mengontrol penerapan Syari‟at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini 
menggunakan metide penelitian yuridis empiris.  
Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pemerintah Kota Banda Aceh 
melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari‟at Islam di Kota 
Banda Aceh. Upaya tersebut diharapkan agar penerapan sanksi Pidana 
cambuk dapat berjalan secara Efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan sanksi pidana cambuk di Bidang Maisir belum berjalan secara 
Efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran qanun di 
bidang maisir mengalami peningkatan. Pemerintah kota Banda Aceh 
melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari‟at Islam di kota 
Banda Aceh. Semua lapisan di Kota Banda Aceh ikut bertanggung jawab 
dalam penerapan Syari‟at Islam baik masyarakat maupun pemerintah 
Kota Banda Aceh. 
Kata Kunci :  Penerapan Syari‟at Islam, Pidana Hukuman cambuk, dan 
Pelanggaran Qanun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia 
itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam 
pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto (dalam Riduan, 2004: 7) hukum 
setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, 
pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana 
untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk 
menciptakan keadaan tertentu. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum. 
Hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) 
Undang-undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berbangsa bernegara 
yang harus ditegakkan adalah sistem hukum yang ada dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan karena 
dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis 
kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang 
berkembang kearah masyarakat modern (Teguh dan Abdul, 2005: 6). 
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 
Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia haruslah mengakui dan menghormati 
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa 
dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintah daerah lebih leluasa 
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mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Pada Pasal 18 Ayat (5) disebutkan bahwa pemerintah daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, 
didalam ayat 6 (enam) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan (lihat Bab IV Undang-undang Dasar 1945 
Tentang Pemerintah Daerah). 
Muatan yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut telah dijabarkan 
dalam bentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah. Undang-Undang ini adalah organ hukum yang mengatur dan 
memberikan wewenang serta kewajiban yang lebih besar kepada daerah 
dalam kerangka otonomi. Dalam kajian sistem tata pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang baru, otonomi daerah merupakan aspek 
fundamental yang memungkinkan daerah mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah 
(lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). 
Pasca-reformasi, setiap daerah di Indonesia dari tingkatan provinsi 
sampai kabupaten/kota telah diberikan otonomi baik dalam bentuk 
otonomi daerah maupun otonomi khusus. Salah satu provinsi yang 
3 
 
mendapat porsi otonomi khusus adalah Provinsi Aceh. Pemberian 
Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh pada awalnya berbau politik, yakni, 
menekan berkembangnya paham separatisme di masyarakat Aceh. 
Otonomi khusus bagi Aceh juga diharapkan  membuka peluang untuk 
tumbuhnya kreatifitas, diskresi, dan kebebasan bagi Pemerintah Propinsi 
dan Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh untuk menemukan kembali 
identitas diri dalam membangun wilayahnya. Pemerintah Indonesia 
memberi otonomi khusus bagi Propinsi Istimewa Aceh, yang meliputi 
semua kewenangan pemerintah, kecuali kewenangan dalam hubungan 
luar negeri, pertahanan, terhadap gangguan eksternal, dan moneter (lihat 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh). 
Dalam pembentukan Propinsi Aceh sebagai daerah istimewa 
mengalami berbagai macam persoalan dan perjuangan panjang. 
Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan 
pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan 
karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki 
ketahanan dan daya juang yang tinggi. Sebutan Keistimewaan yang 
disebut dengan Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan keputusan 
Menteri No.1/Misi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959, dan yang 
menjadi perhatian utama adalah dalam bidang keagamaan, peradatan, 
dan pendidikan. 
Daerah istimewa menurut penafsiran yang lazim menyerupai suatu 
daerah yang berbentuk dan bersifat lain dari daerah-daerah otonomi yang 
4 
 
menyerupai suatu daerah yang mempunyai pemerintahan yang sangat 
luas kekuasaannya seolah-olah terlepas dari pemerintah pusat, suatu 
daerah yang seolah-olah menyerupai suatu negara bagian dalam suatu 
negara federatif. 
Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan 
kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam 
penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah 
hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syari‟at 
Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun. Dalam lingkup 
Propinsi Aceh, penyebutan Qanun dilakukan sebagai pengganti 
penyebutan Peraturan Daerah (lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh). Penyebutan 
Qanun ini pun ditengarai sebagai upaya masyarakat Aceh mencitrakan diri 
sebagai wilayah yang benar-benar menerapkan Syari‟at Islam dalam 
setiap sendi kehidupannya. 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001. Pemerintah NAD membuat qanun-qanun propinsi 
dalam rangka penyelanggraan otonomi khusus, selanjutnya diperbarui 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 
yang mengamanatkan pemberlakuan Syari‟at Islam di seluruh wilayah 
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a UU Nomor 
11 Tahun 2006). 
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Untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan 
(Qanun), dibentuklah beberapa lembaga yang tugas dan fungsinya 
melakukan tindakan preventif, mengontrol, serta menindak setiap pelaku 
pelanggar Qanun Syari‟at Islam di Aceh. Lembaga-lembaga ini muncul 
sebagai pembaruan dalam sistem hukum pidana (Criminal Justice 
System) yang berlaku di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain  Dinas 
Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syari‟at), Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU), serta Majelis Adat Aceh (MAA). 
Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah 
merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat 
Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya (Anton, 
2007: 70 ). Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh 
alam (rahmatan lil „alamin) telah menjadi pedoman dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari‟at Islam 
yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi 
Serambi Mekkah. 
Menurut catatan sejarah, masyarakat Aceh adalah suatu entitas 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Hal ini tidak hanya 
dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Aceh adalah 
agama Islam, melainkan juga kecintaan rakyat Aceh pada ulama-ulama 
besar yang berasal dari Aceh, seperti, Syech Abdur-Rauf As-Singkili, 
Syech Hamzah Al-Fansur, Syech Nuruddin Ar-Raniry, dan lain-lain. Selain 
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itu, Aceh pernah memiliki salah satu Kerajaan Islam di dunia, yakni, 
Kerajaan Aceh Darussalam (Jakobi, 2004: 17). 
Pola kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh aturan agama Islam. 
Bahkan Islam dijadikan dasar bagi perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh 
tahun melawan penjajah baik Portugis maupun Belanda. Bagi kalangan 
rakyat Aceh pada masa itu, mati dalam perang mempertahankan 
kedaulatan adalah mati syahid yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan 
syurga dan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Tidak pula dapat dipungkiri 
bahwa penyebaran agama Islam di nusantara dimulai dari Kerajaan 
Peureulak yang masuk dalam kawasan Provinsi Aceh. 
Dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah 
menempatkan hukum (Syari‟at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam 
segala bentuk kekurangan dan kelebihannya.  Penghayatan terhadap 
hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam 
kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam 
kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-
bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti: “Adat bak 
Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, 
reusam bak Laksamana.” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah 
dan hukum agama atau syari‟at ada di tangan para ulama (Syamsul Bahri, 
2012: 361). 
Karena masyarakat Indonesia sebagaian besar penduduknya adalah 
orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama 
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yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan 
bahkan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa 
eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat 
dipungkiri (Santoso, 2001: 24). 
Syari‟at Islam diberlakukan dan mendapat legalitas dalam wilayah 
hukum Provinsi Aceh karena didukung oleh sosio-kultural dan historis 
masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan makna dan ruh konstitusi negara 
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang di-implementasikan dengan 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh, serta yang terakhir yakni Undang-Undang Pemerintah 
Aceh Nomor 11 Tahun 2006. 
Syari‟at (legalisasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan 
oleh Allah SWT untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-
Qur‟an maupun dengan Sunnah Rasul SAW (Musa, 2001: 24). Syari‟at 
Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata 
hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, 
manusia dengan alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya 
kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. 
Dalam sistem Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis 
sanksi pidana yang antara lain: Qishosh, Hadd, dan Ta‟zir dalam bentuk 
hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam 
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ketentuan pelanggaran khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar 
(minuman keras). 
Pelaksanaan cambuk mulai diberlakukan di Propinsi Aceh pada, 10 
Juni 2005. Hukuman cambuk ini dilakukan dalam wilayah hukum 
Kabupaten Bireueun. Sebanyak 26 orang dari 27 orang pelaku yang 
melanggar Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (judi) dieksekusi 
cambuk di halaman Masjid Agung Bireuen. Hukuman ini tidak hanya 
pertama sekali dilakukan di Aceh, bahkan pertama sekali dilakukan di 
Indonesia. Hukuman cambuk ini menjadi momentum awal keseriusan 
pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari‟at Islam secara menyeluruh di 
bumi Serambi Mekkah (Imran MA, 2005). 
Tahun-tahun berikutnya, hukuman cambuk terus dilakukan bagi 
setiap pelanggar Qanun Syari‟at Islam. Terayar, kasus cambuk dilakukan 
pada tanggal 3 Oktober 2014. Empat orang terdakwa pelanggar Qanun 
nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir dieksekusi hukuman cambuk di 
halaman Masjid Al-Makmur, Lampriet, Kota Banda Aceh. Dalam 
persidangan di Mahkamah Syari‟ah Kota Banda Aceh, para terdakwa 
dikenakan hukuman sebanyak tujuh kali cambuk.Namun, hukuman ini 
hanya dilaksanakan sebanyak 5 kali dera karena para terdakwa sudah 
mendapat pidana kurungan selama 2 bulan. Hukuman cambuk ini menjadi 
langkah untuk menumbuhkan kesadaran dalam menegakkan ajaran islam. 
Pihak Kota Banda Aceh serius menegakkan Syari‟at Islam dan 
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menggalakkan kembali hukuman cambuk sebagai hukuman bagi 
pelanggar Qanun Syari‟at Islam di wilayah Aceh (Adi Warsidi, 2014). 
Hukuman cambuk merupakan  sejenis hukuman badan yang 
dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. 
Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. 
Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam dalam 
Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum 
formil. 
Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Syari‟at Islam 
di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPRA 
mengesahkan Qanun Jinayah (Pidana Islam), pada tanggal 27 september 
2014. Qanun Jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari‟at 
Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. 
Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun 
Jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. 
Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat 
kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau 
penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 
gram emas atau penjara 150 bulan (Adi Warsidi, 2014). 
Penetepan Hukuman cambuk di Daeah Istimewa Aceh telah 
menimbulkan pro dan kontra. Baik setelah maupun sebelum Qanun  di 
sahkan oleh DPR Aceh periode 2004-2009. Banyak sekali pendapat para 
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aktivis HAM  maupun masyarakat luar yang menyatakan bahwa 
seharusnya hukuman cambuk tidak dilaksanakan karena hal itu 
merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan media barat tidak 
henti-hentinya melancarkan stigma negatif untuk penerapan Syari‟at Islam 
di Aceh. 
Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, tidak 
berlaku terhadap semua pelanggar qanun. Hukuman cambuk tersebut 
dijatuhkan terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam saja. 
Sedangkan bagi non-muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan 
apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali non-muslim 
bersedia dan meminta sendiri di hukum dengan hukuman cambuk 
tersebut. Artinya non-muslim tersebut tunduk dan patuh terhadap sanksi 
hukum islam. 
Hukuman cambuk merupakan sebuah lembaga pemidanaan baru 
dalam sistem hukum pidana di indonesia. Dalam sistem pidana barat 
sebagaimana termuat dalam pasal 10 KUHP tidak pernah mengenal yang 
namanya jenis hukuman cambuk, jilid maupun dera dan sebagainya. Oleh 
karena itu, penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Banda Aceh menjadi menarik untuk dikaji. Kajian ini dilakukan tidak 
hanya untuk mengetahui pola hukuman cambuk yang diterapkan, 
melainkan juga ingin melihat efektifitas penerapan hukuman cambuk 
untuk menekan angka pelanggaran Qanun Syari‟at Islam di wilayah Kota 
Banda Aceh. 
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Salah satu perilaku yang dikenakan hukuman cambuk adalah Maisir 
(Judi). Di dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Maisir 
atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antar 
dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. 
Maisir adalah perbuatan yang sia-sia dan membawa pengaruh negatif 
dalam kehidupan bermasyarkat. Bentuk-bentuk perjudian sangatlah 
beragam. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak 
bentuk-bentuk perjudian, baik yang di lakukan di mesin judi ataupun di 
lakukan ditempat-tempat yang khusus di gunakan untuk bermain judi. 
Permainan judi yang banyak terjadi di daerah Aceh, banyak 
dilakukan oleh berbagai kalangan. Baik di kalangan dewasa maupun di 
kalangan anak-anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat 
bahwa anak adalah penerus bangsa. Jika pada usia anak saja mereka 
sudah melakukan perbuatan yang salah, maka tidak dapat di bayangkan 
bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa depan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah Efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk 
terhadap pelanggaran  qanun dibidang maisir  di wilayah Kota 
Banda Aceh? 
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2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam mengontrol penerapan Syari‟at Islam di wilayah hukum 
kota Banda Aceh? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui Efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk 
terhadap pelanggar qanun dibidang maisir di wilayah Kota Banda 
Aceh. 
2. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh 
dalam mengontrol penerapan Syari‟at Islam di wilayah Kota 
Banda Aceh. 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penerilitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi 
hukum pidana khususnya pidana cambuk serta dijadikan bahan 
kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di 
Indonesia khususnya pelaksanaan Syari‟at Islam dan 
pelaksanaan pidana cambuk di wilayah hukum kota Banda Aceh  
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 
masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh, 
DPRA, masyarakat Aceh, terutama bagi penulis sendiri untuk 
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mendapat gambaran dalam pelaksanaan Syari‟at Islam di 
Provinsi Aceh dalam kerangka sistem hukum Republik Indonesia, 
serta menambah wawasan serta pengetahuan pelaksaan 
penerapan hukuman cambuk di Propinsi Aceh, dan menjadi 
dasar pemikiran bagi pemerintah pusat dalam mengambil 
kebijakan dalam menghadapi kendala dan hambatan dalam 
penerapan hukuman cambuk di wilayah hukum kota Banda Aceh. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Positif di Indonesia  
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental 
Sistem hukum ini berkembang dinegara-negara berkembang di 
negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “Civil Law”. 
Sesungguhnya ini berasal dari kodifikasi hukum berlaku di kekaisaran 
Romawi pada pemerintah Kaisar Justinianus abad IV sebelum Masehi. 
Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai 
kaidah yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut 
“Corpurs Juris Civilas”. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum 
yang terdapat pada Corpus Juris Civilas itu dijadikan dasar perumusan 
dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, 
Belanda, Prancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk 
Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 
Adapun prinsip tama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa 
Kontinental itu adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena 
diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang 
dan tersususun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi 
tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang 
merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. 
Sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah 
“Undang-undang”. undang-undang dibentuk oleh pemegang kekuasaan 
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legislatif dan diakui “petauran-peraturan” yang dibuat pemegang 
kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima 
sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan 
undang-undang. berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem 
hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu penggolongan 
ke dalam hukum publik dan hukum privat. 
Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan 
antara masyarakat dan negara. Sedangkan hukum privat mencakup 
peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara 
individu-individu dalam memenuhi kebutuhan demi hidupnya. 
2. Sistem Hukum Anglo saxon (Anglo Amerika) 
Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan 
“Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di inggris pada Abad 
XI yang sering diebut dengan sistem “Common Law” dan sistem 
“Unwritten Law” (tidak tertulis). Meskipun disebut sebagai Unwritten law, 
hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah karena di dalam sistem 
hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum tertulis (statutes). 
Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah putusan-
putusan hakim/pengadilan (Judicial decisions). Malalui putusan-putusan 
hakim dapat terwujud kepastian hukum. Disamping putusan hakim, 
kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan 
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peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan nbagi 
terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-
putusan pengadilan. Dalam sistem hukum Anglo Amerika ada peranan 
yang diberikan Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak 
yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum 
saja, namun hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata 
kehidupan masyarakat. 
Sistem hukum Anglo Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal 
dengan nama “the doctrine of precedent/state Decisis”. Hakikatnya, 
doktirn ini menyatakan bahwa dalam memutuskan satu perkara, seorang 
hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah 
ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya 
(presedent). Dalam hal itu tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau 
putusan hakim yang telah ada sebelumnya. 
Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu 
mengenal pula pembagian “Hukum Publik dan Hukum Privat”. Pengertian 
yang diberikan hukum publik hampir sama dengan pengertian yang 
diberikan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa 
Kontinental hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah 
hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi 
kedua hukum itu. 
Bagi sistem hukum hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat 
lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law 
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property), hukum tentang orang (law of persons), hukum perjanjian (law of 
contract), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts), 
seluruhnya tersebar didalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan 
hakim dan hukum Indonesia. 
3. Sistem Hukum Adat  
Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial 
yang ada di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, 
India, Jepang, dan negara lain. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya 
mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Dalam pengertian 
hukum adat kata “hukum” lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa. 
Hal itu disebabkan terdapatnya peraturan-peraturan yang selalu 
dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam 
lingkungan kehidupan sosialnya, seperti masalah pakaian, pangkat 
pertunangan dan sebagainya.  
Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum 
tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan 
kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat memiliki tipe yang bersifat 
tradisional dengan berpangkal kepada nenek moyang.  Untuk keterlibatan 
hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi 
kehendak suci nenek moyang. Keinginan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya kehendak 
suci nenek moyang sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang akan 
dilakukan.  
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Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, di Indonesia 
sisetm hukum adat dibagi dalam tiga kelompok 
a. Hukum adat mengenai tata negara (tata susunan rakyat). Hukum 
adat ini mengatur susunan dari keterlibatan dalam persekutuan-
persekutuan hukum (rechtsgmenschappen) serta susunan dan 
lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan 
pejabatnya. 
b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari : 
1. Hukum pertalian sanak (perkawaninan, waris); 
2. Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah); 
3. Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi 
tentang benda-benda selain tanah dan jasa); 
c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-
peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap 
pelanggaran hukum pidana itu. 
Dalam melaksanakan sistem hukum adat terdapat pemuka adat. 
Pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani, besar 
pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Pemuka adat dianggap 
sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara 
peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan 
kepercayaan kepada nenek moyang. Peran inilah yang sebenarnya dapat 
mengubah hukum  adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus 
kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. 
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4. Dalam Sistem Hukum Islam 
Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal 
timbulnya penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-
negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau 
kelompok. Bagi negara Indonesia, walaupun masyaraktnya mayoritas 
beragama Islam pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal ini 
disebabkan oleh asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran 
Islam. 
Sumber hukum dalam sistem hukum Islam yaitu Al-Qur‟an, Sunnah 
nabi, ijma dan Qiyas.  
1. Al-Qur‟an, yaitu ktab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan 
oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Rasul Allah dengan 
perantara, malaikat Jibril. 
2.  Sunnah Nabi, ialah cara hidup Nabi Muhammad atau cerita-cerita 
(hadis) mengenai Nabi Muhammad. 
3. Ijma adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal 
dalam cara bekerja (berorganisasi) 
4. Qiyas adalah analogi dalam mencari sebanyak mungkin 
persamaan antara kedua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui 
metode ilmu hukum berdasarkan dedukasi. 
Agama Islam dengan sengaja diturunkan oleh Allah melalui malaikat 
Jibril kepada Nabi Muhammad dengan maksud menyusun ketertiban dan 
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keamanan serta keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, dasar-dasar 
hukunya mengatur mengenai segi-segi pembangunan, politik, sosial 
ekonomi dan budaya. Berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem 
hukum Islam dalam Hukum fiqih terdiri dari dua hukum pokok. 
1. Hukum rohaniah, lazim disebut ibadah yaitu cara-cara menjalankan 
upacara tentang kebaktian terhadap Allah, sepeti shalat, puasa, zakat, 
menjalankan haji. 
2.  Hukum Duniawi, terdiri dari : 
     a. Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai 
hubungan anatara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, 
perburuan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan 
hubungan ekonomi pada umumnya; 
b.  Nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga 
yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban 
dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan; 
c.  Jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman 
terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. 
Dalam perkembangan sistem hukum Islam, lahir cabang hukum 
lainnya yaitu :  
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1. Aqdiyah, ialah peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan 
hakim, saksi, beberapa hak peradilan, dan cara-cara memerdekakan 
budak beliau (kalau masih ada) 
2. Al-Khalifah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi 
bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga 
negara, dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain. 
Sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan dari ajaran 
agama Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-
negara yang menganut asas hukum Islam, dalam bernegara 
melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat. Hal ini 
berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang dibuat dan 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 
 
B. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Islam di Kota Banda Aceh 
Hukuman cambuk  di perkenalkan di Aceh setelah provinsi ini 
mendapat izin untuk melaksanakan Syariat Islam melalui tiga buah 
undang-undang yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU No.11/2006 tentang 
Pemerintah Aceh. 
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Undang-Undang No.44 Tahun 1999 dinilai masih kurang dan dapat 
dikatakan menjadi cek kosong Pemerintah Pusat untuk Aceh. Karena 
disamping memberikan keistimewaan Aceh dalam kehidupan beragama, 
kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penerapan kebijakan 
daerah, UU ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan semua 
keiistimewaan ini dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 11 dan 12 ).  
Karena UU No.44 Tahun 1999  tidak banyak membawa perubahan 
besar kepada masyarakat aceh, maka para pemerintah aceh 
mengusulkan Rancangan Undang-undang Otonomi khusus. RUU ini 
disahkan menjadi Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Naggroe 
Aceh Darussalam. UU ini memperkuat kewenangan peraturan daerah 
untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan mengubah nama 
Perda menjadi Qanun dan menambah kewenangannya yaitu langsung 
menjadi peraturan pelaksana bagi undang-undang. Dengan demikian, 
meskipun secara hierarkis Qanun Aceh seharusnya berada di bawah 
pemerintah dan peraturan presiden, sebagaimana diatur dalam Tap.MPR 
Nomor III/MPR/2000, tetapi karena diberikan kewenangan lebih oleh UU 
(A.Abubakar, 2008: 37). Qanun merupakan peraturan pelaksana undang-
undang di Aceh dalam rangka pelaksana kekhususan. Jadi berlaku asas 
lex spesialist derogaat lex generalist. 
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Posisi qanun ini adalah salah satu persoalan yang muncul dalam 
tataran diskusi pro-kontra Syariat Islam. Yang tidak mendukung Syariat 
Islam menyatakan bahwa qanun tidak sejalan dengan sistem hukum 
nasional, karena substansinya bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, para pembuat 
qanun Syariat Islam di Aceh menganut asas lex spesialist lex generalist 
yang peluangnya dibuka oleh undang-undang.   
Untuk mengisi hukum formil qanun-qanun tersebut, telah terlebih 
dahulu lahir Qanun No.10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. 
Dalam qanun ini dikemukakan bahwa salah satu kewenangannya adalah 
memeriksa perkara jinayah (pasal 49), sedangkan hukum materiil dan 
formilnya didasarkan pada Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun 
(Pasal 53 dan 54). Ini disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Mahkamah 
Agung secara formal dilakukan dengan Kepres No.11 Tahun 2003. 
Qanun ini sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat 
lex spesialis sesuai dengan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Syariat Islam di Aceh 
berlaku dengan asas teritorial dan personal. Artinya yaitu berlaku untuk 
penduduk Provinsi Aceh yang beragama Islam. Selain itu, Syariat Islam 
sudah menjadi hukum positif karena diberlakukan dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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C. Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian dan Tujuan Pidana Secara Umum Dalam Islam  
 Segala aspek kehidupan manusia selalu diatur oleh berbagai norma, 
mulai dari norma sosial, norma adat, norma agama, sampai norma hukum. 
Semua norma tersebut hadir untuk mengatur tata hidup manusia dalam 
lingkungan sosialnya. Demikian halnya dengan hukum yang hadir untuk 
menertibkan tata hidup manusia. Berbagai macam bentuk hukum muncul 
sebagai buah pikir dan keinginan manusia untuk mengatur diri dan 
lingkungannya agar tertib, aman, dan damai. 
 Sebelum jauh melangkah kepada aspek hukum pidana Islam, ada 
baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi hukum guna memberi 
pemahaman, arah, dan batasan berpikir dalam penelitian ini. Menurut 
Poernomo dalam Syahrin (2002: 7-8) hukum pidana dibedakan 
berdasarkan penggolongannya, yakni: 
1. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan 
berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan 
lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya 
tidak mengadakan norma tersendiri melainkan sudah terletak 
pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi hukum pidana 
diadakan untuk menguatkan ditatanya norma-norma tersebut. 
2. Hukum pidana adalah keseluruhan-keseluruhan aturan-aturan 
ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat 
dihukum dan aturan pidananya. 
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3. Hukum pidana dalam arti : 
a. Objektif (jus poenale) meliputi : 
1) Perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam 
dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak; 
2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat 
dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang 
dinamakan hukum penintentiare; 
3) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana 
berlakunya norma-norma tersebut diatas. 
b. Subjektif (jus puniendi), yaitu : 
Hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggar delik 
dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. 
4. Hukum pidana dan dibedakan dan di berikan arti : 
a. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana 
dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana 
perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian 
objektif dan bagian subjektif. 
Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau natalen yang 
bertentangan dengan hukum posistif, melawan hukum, 
menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas 
pelanggarnya. Sedangkan, bagian subjektif yaitu mengenai 
kesalahan yang menunjuk kepada si pembuat untuk 
dipertanggung jawabkan menurut hukum. 
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b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana 
materil dapat dilaksanakan. 
5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai : 
a. Peraturan Hukum, objektif (jus poenale) yang dibagi menjadi: 
1. Hukum pidana materil yaitu tentang peraturan-peraturan 
syarat-syarat bilamana suatu itu dapat dipidana. 
2. Hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidananya. 
b. Hukum pidana subjektif (juspuniendi) yaitu meliputi hukum 
dalam memberikan ancaman pidana, menetapkan pidana dan 
melaksanakan pidana, yang hanya dapat dibebankan kepada 
negara dan pejabat untuk itu. 
c. Hukum pidana umum (alogemene strafrecht) yaitu hukum 
pidana yang berlaku bagi semua orang dan hukum pidana 
khusus (bijondere strafrecht) yaitu dalam bentuk sebagai jus 
speciale seperti hukum pidana militer. 
Secara umum hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan 
kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban 
umum. Adapaun tujuan pokok hukum pidana adalah pencegahan yang 
ditujukan kepada khalayak ramai, terhadap semua orang agar tidak 
melakukan pelanggran terhadap ketertiban masyarakat. 
2. Pengertian Fiqh Jinayah 
Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah.Pengertian 
fiqih berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqham, yang berarti mengerti, 
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paham. Fiqih secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf. Fiqih 
adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ praktis yang diambil dari dalil-
dalil yang terperinci.Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara‟ yang 
bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun Jinayah 
menurut bahasa adalah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa 
yang diusahakan. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang 
dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau 
lainnya. 
Ruang lingkup Fiqh Jinayah sangatlah luas cakupannya, akan tetapi, 
secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
a. Jarimah Hudud. 
Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 
had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
syara‟ dan menjadi hal Allah (masyarakat). Adapun ciri-cirinya 
adalah: 
1. Hukuman tertentu atau terbatas, dalam arti bahwa 
hukumannya telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada 
batas maksimal dan minimal. 
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, 
atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka 
hak Allah yang lebih menonjol. 
Dalam hubungannya dengan hukuman hadd maka pengertian hak 
Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh 
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perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 
masyarakat yang diwakili oleh negara (Ahmad Muchlis, 2004, 17-18). 
Ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori jarimah hudud 
ada 7 (tujuh) yaitu: Jarimah Zina; Jarimah Qazdaf (menuduh orang 
berbuat zina); Jarimah Syurbul Khamar (meminum minuman yang 
memabukkan); Jarimah Pencurian; Jarimah Hirabah; Jarimah Riddah; dan 
Jarimah Al Bagyu (pembenrontakan). 
b. Jarimah Qishash dan Diyat 
Jarimah Qishash dan Diyatadalah jarimah yang diancam dengan 
hukuman qishash atau diyat.Baik qishash ataupun diyat keduanya adalah 
hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟.Perbedaannya dengan 
hukuman hadd adalah bahawa hak adalah merupakan hak Allah 
(masyarakat), sedangkan Qishash dan diyat adalah hak manusia 
(individu).Hak manusia adalah hak yang manfaatnya kembali kepada 
orang tertentu. 
Dalam hubungannya dengan hukuman qishash atau diyat maka 
pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat 
dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.Jarimah 
qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu, penganiayaan dan 
pembunuhan.Namun jika diperluas ada lima macam, yakni, (1) 
Pembunuhan sengaja; (2) Pembunuhan menyerupai sengaja; (3) 
Pembunuhan merupakan karena kesalahan; (4) Penganiayaan sengaja; 
dan (5) Penganiayaan tidak sengaja. 
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c. Jarimah Ta‟jir  
Jarimah Ta‟jir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 
ta‟zir.Ta‟zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang 
belum ditentukan oleh syara‟.Secara singkat dapat dikatakan bahwa Ta‟zir 
itu adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara‟, melainkan 
diserahkan kepada Ulil Amri, baik penetuannya maupun 
pelaksanaannya.Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta‟zir 
dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur 
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa 
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat 
mendadak.Adapun ciri khas dari Jarimah Ta‟jir itu adalah sebagai berikut: 
1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman 
itu tidak ditentukan oleh Syara‟. 
2. Penetuan hak tersebut adalah penguasa 
3. Pengertian Qanun 
Istilah Qanun sudah sejak lama digunakan dalam budaya atau 
bahasa melayu.Dalam budaya melayu digunakan semakna dengan adat 
dan biasanya dipakai untuk membedakan antara hukum yang tertera 
dalam adat dengan hukum yang tertera kitab fiqih. 
Qanun ini masuk ke dalam budaya melayu dan bahasa arab karena 
mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama islam dan 
penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Di dalam literatur Barat 
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pun istilah ini sudah digunakan sejak lama, diantaranya menunjuk kepada 
Hukum Kristen yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam. 
Dalam bahasa Aceh relatif populer dan digunakan ditengah 
masyarakat, sebab ada salah satu pepatah adat yang menjelaskan 
hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering 
dikutip menggunakan istilah ini. Qanun sudah digunakan sejak lama dan 
diartikan sebagai atauran yang berasal dari hukum islam yang telah 
menjadi adat. 
Qanun dalam arti sempit adalah suatu aturan yang dipertahankan 
dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang 
bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas adalah, qanun 
sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya dapat 
disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan 
sutau aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan 
penyesuaian dengan kondisi setempat. 
Saat ini istilah qanun digunakan untuk “Peraturan Daerah Plus” atau 
lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana 
langsung untuk Undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di 
Propinsi NAD).Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (8) “Ketentuan 
Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam Undang-
Undang ini Qanun dirumuskan sebagai: “Qanun Provinsi Naggroe Aceh 
Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undangundang 
di wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dalam rangka 
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penyelenggara otonomi khusus” (Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2001). 
 
D. Aturan dan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Maisir 
Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang 
Qanun Maisir menyebutkan Maisir atau perjudian adalah kegiatan atau 
perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana 
pihak yang menang mendapatkan bayaran.Perjudian seringkali dinggap 
sebagai seusia dengan peradaban manusia. Maisir berasal dari kata 
yasara atau yusr yang artinya mudah, atau dari kata yasar yang berarti 
kekayaan.Maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur 
taruhan dan orang yang menag dalam permainan itu berhak mendapat 
taruhan tersebut. 
Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan 
pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, 
permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga 
sebelumnya.Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan 
sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap 
bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu 
peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan atau kejadian-
kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Haryatno, 2014). 
Maisir merupakan budaya yang banyak dampak negatifnya 
dibandingkan dengan dampak positifnya yang sama halnya dengan 
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Khamar. Sama-sama memiliki tujuan yaitu mencari kesenangan duniawi 
yang tentunya hanya memiliki dampak negatif.Mencari kesenangan 
duniwai serta keuntungan tanpa perlu bersusah payah. 
Didalam agama Islam, tentu saja Maisir sangat dilarang.Di dalam Al-
Qur‟an selalu disebutkan serangkai mengenai bahayanya. Yaitu terdapat 
didalam surat al-Maidah ayat (90), yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, 
berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu 
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah 
agar kamu mendapatkan keberuntungan”. 
 Ada beberapa alasan mengapa di dalam agama Islam Maisir sangat 
dilarang: 
1. Secara ekonomis, maisir dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab 
jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling 
banyak justru kekalahan. Maka dari itu, maisir dapat merugikan dari 
segi ekonomis. 
2. Secara psikologis sebagaimana dikatakan dalam Al-qur‟an, 
perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran, sikap ria, takabur, 
sombong pada pihak yang menang. Sedangkan bagi pihak yang 
kalah, hal itu dapat membuat stres, depresi, bahkan menyebabkan 
hal sangat fatal yaitu bunuh diri. 
3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi 
pada kekeluargaan yang merupakan lingkup inti didalam 
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masyarakat.perjudian juga dapat menyebabkan  konflik sosial 
seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada 
tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya (Abu Bakar 
dan Halim, 2006: 75-76). 
Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang, 
bentuk judi (maisir) juga sangatlah berkembang, baik dari segi bentuk, 
model, fasilitas dan juga sistemnya.Judi tidak hanya dilakukan bagi kaum 
laki-laki dewasa tetapi juga anak-anak dan juga wanita.Hal ini sangat 
memprihatinkan karena tentu saja judi (maisir) dapat merusak psikologi 
anak.Tidak dapat dipungkiri, semakin pesatnya perkembangan teknologi 
maka semakin banyak pula jumlah kejahatan, termasuk dalam bidang 
perjudian (maisir). 
Perjudian (maisir) juga diatur dalam KUHP yaitu terdapat pada Pasal 
303. Pada Ayat (1) disebutkan bahwa barang siapa dengan tidak berhak: 
a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi 
sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur 
dalam perusahaan main judi; 
b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi 
kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam 
perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan 
suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu; 
c. Turut main judi sebagai mata pencaharian. Setiap kegiatan 
didalam angka 1, 2 dan 3 dalam di pidana dengan penjara 
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selama-lamanya sepuluh Tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
Didalam Ayat (2) disebutkan bahwa jika yang bersalah melakukan 
kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan 
pekerjaan. Pada ayat (3) disebutkan bahwa permainan judi berarti tiap-
tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang semuanya 
tergantung pada untung-untungannya saja. Jika kemungkinan itu 
bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. 
Masalah maisir atau perjudian diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Maisir.Dalam Bab I Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang 
bersifat taruhan antar kedua pihak atau lebih dimana pihak yang menang 
mendapatkan bayaran.Ketentuan materiil tentang larangan maisir tersebut 
adalah sebagai berikut (lihat Qanun Nomor 13 tahun 2003). 
1. Pasal 4: Maisir hukumnya haram. 
2. Pasal 5: setiap orang dilarang melakukan maisir. 
3. Pasal 6: 
1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang 
menyelenggrakan dan/atau memberikan fasilitas kepada 
orang yang akan melakukan perbuatan maisir. 
2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang 
menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir. 
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4. Pasal 7: Instansi pemerintah dilarang memberi izin usaha 
penyelenggraan maisir. 
5. Pasal 8:   Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat 
berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir. 
Dalam qanun ini, ruang lingkup larangan maisiradalah segala bentuk 
kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada 
taruhan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang 
bertaruh dan orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan 
tersebut.Perlanggaran terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kegiatan maisir (judi) menimbulkan konskwensi berupa sanksi 
terhadap pelanggran. 
Ada beberapa ancaman dalam perbuatan pidana maisir.Ancaman 
dalam perbuatan maisir ini bertujuan untuk membuat terpidana jera dan 
tentunya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan 
perbuatan maisir. Ancaman dalam perbuatan pidana maisir adalah 
sebagai berikut : 
Pasal 23 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimna dimaksud 
dalam Pasal 5, diancam dengan „uqubat cambuk didepan umum 
paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. 
2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi 
pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 dan psal 7, diancam dengan „uqubat atau denda 
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paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling 
sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 
3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimna dimaksud dalam 
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 adalah jarimah ta‟zir. 
 
Setiap orang yang dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan 
diatas adalah orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana 
di bidang maisir (judi) diwilayah hukum banda Aceh. Hukuman pidana 
cambuk hanya diberikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak 
pidana perjudian dan dipidana dengan pidana cambuk yang dilakukan di 
depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) 
kali. 
Pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang 
dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum yang 
berdomisili atau beralamatkan di wilayah Banda Aceh, hanya dikenakan 
pidana dengan pidana denda. Jika berkaitan dengan kegiatan kegiatan 
usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin 
usaha. 
Qanun maisir juga mengatur tentang pengulangan (redivist), terdapat 
pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa pengulangan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dala Pasal 5, Pasal 6, 
dan Pasal 7, „uqubat-nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga)  dari „uqubat 
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maksimal. Pada pasal 27 pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 apabila: 
a. Dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka „uqubatnya 
dijatuhkan kepada penanggung jawab. 
b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 
sanksi „uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan 
izin usaha yang telah diberikan. 
Dalam qanun ini mendefiniskan maisir sebagai “kegiatan dan/atau 
perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak 
yang menang mendapatkan bayaran” (lihat Qanun Nomor 13 tahun 2003). 
Unsur-unsur tindak pidana, selain unsur-unsur yang berlaku umum (ada 
nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan 
hukum, dan pelakunya mukallaf atau dewasa yang berakal sehat) di atas, 
yang disematkan kepada maisir sehingga layak disebut sebagai 
perbuatan pidana antara lain adalah (Abu Bakar dan Halim, 2006: 79), 
yakni, (1) Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan; (2) 
Dilakukan dua pihak atau lebih; dan (3) Ada I‟tikad jahat atau ada niat 
jahat. 
Di dalam perbuatan maisir (judi) yang menjadi unsur yang paling 
utama adalah perbuatan bertaruh. Di dalam unsur ini memiliki cakupan 
yang sangat luas, sebab semua perbuatan atau kegiatan yang 
mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat 
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dengan ketentuan ini. Jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur 
bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. 
Pada unsur yang kedua dari judi adalah dilakukan oleh dua pihak 
atau lebih.Didalam perjudian memang ada judi yang dilakukan dua pihak 
saja dan juga ada yang lebih dari dua pihak.Pada permainan kartu joker 
misalnya, pada permainan ini yang dapt terlibat bisa lebih dari dua orang. 
Dimana dalam permainan ini hanya satu orang saja yang akan keluar 
sebagai pemenangnya. Selain itu, judi yang dilakukan oleh lebih dari dua 
pihak adalah permainan judi dengan menggunakan bandar.Cara seperti 
ini yang dilakukan di kasino-kasino. 
Adapun yang menjadi unsur ketiga dalam judi adalah I‟tikad jahat 
atau niat jahat. Kedua motivasi orang yang berjudi adalah tidak lain untuk 
meraup harta lawannya. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas 
kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah 
akan menaruh dendam dan penasaran sehingga bertekad untuk 
menaklukkan lawan yang mengalahkannya. 
Maisir dilandasi oleh keharaman dalam perbuatannya. Ini sebagai 
bentuk persetujuannya dengan hukum islam yang mengharamkan 
perbuatan tersebut, sehingga akibat dari pengharaman tersebut 
menjadikan setiap orang dilarang untuk melakukan jarimah maisir 
(perjudian). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitianmerupakan tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilaksanakan. Sesuai dengan topik penelitian ini yang mengkaji 
efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk di wilayah hukum Kota 
Banda Aceh terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam di bidang Maisir, 
peneliti merencanakan penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh, 
Provinsi Aceh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Banda 
Aceh adalah ibukota dari Provinsi Aceh yang mana ibukota provinsi ini 
merupakan acuan dan pusat daripada pelaksanaan Syariat Islam di 
Propinsi Naggore Aceh Darussalam. Selain itu, pemilihan Kota Banda 
Aceh sebaga ilokasi penelitian mengingat data kasus pelanggaran Qanun 
Syari‟at Islam dan pelaksanaan hukuman cambuk paling banyak di 
lakukan dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang peneliti 
dapatkan dari studi lapangan baik melalui observasi maupun wawancara 
dengan informan terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau 
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mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dokotrin-doktrin dan 
temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 
Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth 
interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) 
kepada responden yaitu : 
a. Kepolisian Resort Kota Banda Aceh 
b. Mahkamah SyariahKota Banda Aceh 
c. Dinas Syariat Islam PropinsiNaggore Aceh Darussalam 
d. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 
e. Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh 
f. Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 
C. TeknikPengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan proposal ini difokuskan 
pada penelitian wawancara dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
dilakukan dengan Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam 
(in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (interview 
guide) kepadaresponden. Penelitian kepustakaan (Literature Research) 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum dan artikel, serta 
sumber bacaan  lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
D. Teknik Analisis Data  
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 Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan 
dikumpulkan berdasarkan urutannya, lalu diorganisasikan dalam satu 
pola, kategori dalam satuan urutan dasar. Data ini dianalisis secara 
kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif, yaitu pendapat responden 
dan narasumber yang diteliti secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian 
tersebut metode kualitatif bertujuan untuk mengiterpretasikan secara 
kualitatif tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber, 
kemudian mendsekripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-
aspek tertentu yang berkaitan dengan  pokok permasalahan yang 
selanjutunya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami 
kebenaran tersebut. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap 
Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir di Wiayah Kota Banda Aceh. 
Dilihat dari angka statistik pelaku maisir yang terjadi di aceh sejak 
tahun 2011 hingga 2014 angka kasus maisir meningkat. Kasus maisir 
adalah kasus yang paling banyak terjadi di kota Banda Aceh, disusul 
khalwat daan khamar. Tahun 2011 ada 30 kasus, 2012 ada 40 kasus 
2013 45 kasus dan pada tahun 2014 ada 40 kasus. Data stastisk ini 
mengindikasi bahwa penerapan hukuman cambuk belum berjalan secara 
efektif. Terbukti dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Dilihat dari angka statistik tersebut dapat di tarik beberapa indikasi. 
Pertama, peningkatan jumlah yang siginifikan antara tahun 2012 ke 2013 
disebabkan beberapa alasan. (1) tahun 2012 banyak LSM-LSM baik dari 
dalam maupun luar negeri berdatangan ke Aceh yang secara otomatis 
juga mengundang penduduk luar aceh untuk bekerja di lembaga-lembaga 
tersebut. Kehadiran mereka di Aceh tentu mempengaruhi pola kehidupan 
masyarakat yang tinggal di Aceh sebelumnya. Pola perubahan gaya hidup 
ini bisa menajdi salah satu penyebab meningkatnya angka pelanggaran 
Qanun Maisir pada tahun 2013. (2) selain itu, Eksistensi wilayatul hisbah, 
sebagai lembaga pengawal syari‟at Islam mendapatkan dukungan penuh 
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dari  masyrakat. Hal ini membuat WH merasa memiliki semangat untuk 
bekerja. 
Kedua, menurunnya angka kasus pelanggaran maisir pada tahun 
2014 tidak bisa di anggap bahwa angka pelanggaran Qanun maisir juga 
menurun. Pada satu sisi, peneliti mengambil kesimpulan demikian, namun 
pada sisi lain penurunan ini lebih diakibatkan pada mulai lunturnya 
dukungan masyrakat terhadap WH yang secara fungsional bertugas 
menawas pelaksanaan syari‟at Islam. dukungan masyarakat ini, dari 
pantauan peneliti, berasal dari peralihan issu dari pelaksanaan syari‟at 
Islam kepada pemenuhan kebutuhan hidup pasca bencana alam tsunami. 
Masyrakat mulai disubkkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup baik 
sandang, pangan dan tempat tinggal yang secara umum menjadi prioritas 
LSM-LSM dalam dan luar negeri. Pemenuhan ini tentu mempengaruhi 
perhatian masyrakat. 
Ketiga, penggabungan antara WH dengan satpol PP mendapatkan 
image buruk di hadapan masyarakat. Keadaan ini secara psikologi 
mempengaruhi personel WH dilapangan. Dari observasi yang dilakukan 
penulis selama penelitian, kegiatan maisir/judi semakin marak dilakukan di 
Kota Banda Aceh. Warung internet dan warung kopi merupakan salah 
satu tempat yang banyak dijumpai praktek-praktek maisisr/judi. Dari 
sekedar iseng-iseng dengan menggunakan uang yang tidak banyak 
sampai dengan taruhan menggunakan uang yang nominalnya tinggi. 
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Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa WH semakin tidak 
berdaya menanggulangi pelanggaran maisir/judi di Kota Banda Aceh. 
Semkain maraknya praktek maisir/judi juga diakibatkan kurangnya 
kesadaran masyrakat terhadap pencagahan pelanggaran maisir/judi di 
Kota Banda Aceh. 
Dari hasil interview dengan beberapa masyrakat secara umum dapat 
disimpulkan bahwa masyrakat pesimis adanya pengaruh pelaksanaan 
hukuman cambuk dengan kasus maisir yang terjadi. Secara umum 
masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku 
maisir/judi sangat ringan dan kemudian tidak memberikan efek jera bagi 
pelaku maupun masyarakat.  
Kegiatan maisir semakin marak terjadi di kota Banda Aceh. Selain 
peran pemerintah daerah juga menjadi sorotan masyarakat yang secara 
umum menyimpukan bahwa pemda Aceh sendiri tidak serius ingin 
menerapkan syariat Islam di kota Banda Aceh. Salah satu yang menjadi 
sorotan adalah penggabungan antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah. 
Secara khusus masyrakat menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah 
satu upaya pemerintah untuk mengibiri peran WH sebagai salah satu 
lembaga penjaga pelaksana syiari‟at Islam di Aceh. Masyarakat berharap 
bahwa, lembaga Wilayatul Hisbah di kembalikan ke pihak instansi 
sebelumnya yaitu Dinas Syari‟at Islam atau menjadikannya lembaga 
independen ang langsung berada di bawah Kepala Daerah. 
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Untuk menerapkan syari‟at Islam di Kota Banda Aceh secara efektif, 
perlu adanya kerja sama di semua pihak. Baik masyarakat maupun 
pemerintah. Pelanggaran maisir yang dilakukan oleh pelaku maisir banyak 
pula dilakukan di sekitar perumahan dan tempat tinggal masyarakat. 
Contohnya adalah kegiatan sabung ayam (mengadu ayam) yang sering 
disaksikan juga oleh masyarakat sekitar. Hal semacam ini tentunya 
sangatlah memprihatinkan. Jika diingat lagi bahwa penerpan syari‟at islam 
di Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk 
masyarakat. 
Di zaman sekarang, serba sibuk dan modern, banyak ditemukan 
masyarakat yang bersikap seolah-olah tidak peduli jika terjadi perbuatan 
maisir di sekitarnya. padahal di dalam Qanun nomor 13 tahun 2003 Bab 
IV Pasal 9 ayat (1) dan (2) berbunyi “setiap anggota masyarakat berperan 
serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir. 
“setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang 
berwenang baik lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya 
perbuatan maisir.  
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Jika dicermati secara teoritis berdasarkan prespektif sosiologis, 
bahwa pelanggar qanun ada beberapa bentuk sebab  akibat dari 
pelanggaran. pelanggaran yang diakibatkan karena mengakibatkan 
perintah dan kewajiban yang tersirat yang terkandung dalam qanun, 
misalnya dalam qanun maisir pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap 
orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Di dalam pasal ini sangat 
jelas bahwa bagi yang melakukan perbuatan maisir akan dikenakan 
sanksi. Sesuai dengan ketentuan „uqubat berupa cambuk didepan umum 
paling banyak 12 (duabelas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan 
denda paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dan paling 
sedikit Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pemahaman ini cukup 
jelas, karena sasarannya juga jelas yaitu pelaku maisir/judi. 
 
Untuk mencegah hal tersebut perlu system pengelolaan agar setiap 
orang tidak melanggar atau tidak tersedia kesempatan melanggar, qanun 
itu juga mengatur dan memberi peluang kepada setiap orang tidak terjadi 
pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana di 
maksudkan dalam qanun-qanun Syariat Islam lainnnya seperti Qanun 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya peran masyarakat 
tertuang dalam bab IV pasal 10 ayat 1 dan 2, Qanun nomor 14 tahun 2003 
tentang khalwat dalam bab IV pasal 8 ayat 1 dan 2 serta Qanun nomor 13 
tahun 2003 tentang Perjudian dalam bab IV pasal 9 ayat 1 dan 2 sebagai 
berikut : 1. Masyarakat berperan  serta dalam membantu pembrantasan 
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maisir, 2. Masyarakat diwajibkan melapor baik secara lisan maupun 
tulisan apabila mengetahui adanya praktik perjudian. 
Pada ayat pertama tersurat bahwa masyarakat memiliki peluang 
dalam berpartisipasi dan memiliki peluang kepada semua pihak dalam 
pencegahan dan pemberantasan maisir/perjudian dilingkungannya. 
Dengan demikian, apabila masyarakat tidak berperan melapor dan 
sebagainya sebagaimana yang diamanatkan tadi (memiliki kekuatan 
hukum pasal 11), berarti tidak turut serta dan berpartisipasi, sebenarnya 
dapat juga dipahami sebagai pelanggaran meskipun tidak melakukan 
perjudian/maisir. 
Dari prespektif pelanggaran kedua ini sebenarnya juga jelas 
misalnya memberi fasilitas atau mendorong terjadinya praktik maisir/judi, 
seperti pemilik usaha, warung kopi, warmang, warnet, hotel sebagaimana 
yang telah disunggung diatas dapat dimasukkan kedalam kelompok ini. 
Dilain pihak wewenang dan hukum yang mengatur peran masyarakat 
pada hakekatnya sudah tersirat dan tersurat dalam ajaran islam misalnya 
dalam Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman yang artinya : “Kamu 
adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyutuh 
kepada yang ma‟aruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah 
kepada Allah (Ali Imran 3 : 110), disamping itu dalam sebuah Hadist yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslem juga memperjelas peran serta 
masyarakat dalam mencegah pelanggaran ajaran Islam yang artinya : 
“Imam Muslem meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudry ra, aku pernah 
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mendegar dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan 
lisannya, jika masih tidak mampu hendaklah ia menyingkirkan dengang 
hatinya, akan tetapi merubah dengan hatinya itu merupakan serendah-
rendahnya iman”. 
Umat Islam harus memahami hadis tersebut dengan Al-Qur‟an 
sebagai kewajiban semua pihak dalam pencegahan kemungkaran, 
masyarakat Aceh dan umat Islam lainnya dewasa ini sudah mengganggap 
tidak penting kewajiban ini. Hal ini akibat peniruan budaya asing yang 
cenderung individualis terhadap pelanggaran nilai agamanya. Sehingga 
kewajiban dan makna mencegah kemungkaran dalam pesan tersebut 
ditafsirkan dari dasar hukum yang paling lemah yaitu dengan hati saja.  
Suatu kemustahilan qanun maisir/judi Syariat Islam akan terlaksana 
secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan 
penuh keberanian sesuai dengan yang diamanatkan Al-Qur‟an dan Hadist 
tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat tidak mungkin apabila 
kita menyerahkan seluruhnya kepada pihak WH atau pihak Kepolisian 
saja.  
Masyarakat yang melakukan praktik maisir atau perjudian tentunya 
sangat meresahkan masyarakat. Apalagi jika permainan perjudian/maisir 
dilakukan didepan anak-anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, 
mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa di masa depan. Jika sejak 
dini mereka telah mendapatakan ilmu yang tidak baik seperti bermain 
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judi/maisir maka anak-anak yang menyaksikan secara langsung bisa saja 
meniru hal negatif tersebut.  
Seiring berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin 
canggih. Di Internet pun banyak di temukan jenis-jenis permainan judi 
yang tentunya semakin mudah untuk diakses oleh anak-anak karena 
warung internet juga semakin banyak di jumpai di kota Banda Aceh. 
Banyak jenis-jenis praktik maisir/perjudian yang terjadi di kota Banda 
Aceh. Ada yang dengan menggunakan kartu joker, batu dadu, sabung 
ayam, biliyar, togel, taruhan bola, poker,  dan lain sebagainya.  
Tempat-tempat yang sering digunakan untuk melakukan praktik 
maisir/judi semakin mudah untuk didapatkan. Adapun tempat-tempat yang 
sering digunakan untuk melakukan praktik judi/maisir yaitu : 
1. Warung Kopi 
Aceh adalah Provinsi yang di juluki kota seribu kedai kopi. Selain 
kota yang terkenal dengan Kopinya, karena di sepanjang jalan kota Banda 
Aceh, kita akan menemukan warung-warung kopi. Warung kopi sering 
dijadikan tempat bersantai, berdiskusi, nonton sepak bola bersama, 
berkumpul dan tak banyak pula yang menggunakan warung kopi sebagai 
tempat untuk melakukan praktik maisir/judi. Warung kopi biasanya di 
oenuhi oleh kaum adam baik yang muda maupun yang tua. Di tempat ini 
sering ditemukan praktik judi, baik judi yang menggunakan kartu joker, 
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taruhan bola dan lain sebagainya. Banyak pula tempat praktik maisir yang 
berkedok warung kopi. 
2.  Warung Internet (Warnet) 
Di kota Banda Aceh, banyak juga ditemukan warung internet 
(warnet). Dengan biaya murah meriah per jamnya, warnet banyak 
digunakan sebagai praktik judi online yang saat ini sedang banyak di 
gandrungi oleh para remaja-remaja. Biasanya yang banyak melakukan ini 
adalah anak-anak muda yang memiliki hobby mengakses internet. 
Semakin majunya teknologi maka semakin banyaknya di temukan 
permainan-permainan judi online yang para pelakunya dapat meraup 
keuntungan besar dibandingkan dengan praktik judi yang menggunakan 
kartu  joker, sabung ayam dan sebagainya. 
3. Tempat-tempat penginapan 
Banyaknya tempat-tempat penginapan yang ada di Kota Banda Aceh 
kerap di jadikan tempat untuk melakukan praktik maisir/judi. Banyak 
pendatang yang yang mendiami berbagai wilayah di Aceh akan membawa 
konsekwensi logis bagi hadirnya investor-investor, sektor perhotelan, 
kontruksi, barang dan jasa. Dengan demikian, akan membawa 
konsekwensi logis juga bagi maraknya berbagai tempat penginapan baik 
yang berskala besar maupun yang berskala kecil dan berskala 
internasional maupun homestay di sekitar perumahan milik warga kota 
Banda Aceh. 
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4. Rumah Kost dan Rumah Sewa 
Rumah kost dan rumah sewa  kerap menjadi tempat praktik maisir. 
Tempat-tempat seperti inilah yang sulit melakukan pencegahan karena 
tidak diawasi langsung oleh pemiliknya.  
Dalam pelaksanaan Syariat Islam merupakan tanggung jawab 
semua pihak dan seluruh kompenen masyarakat, sebagaimana yang 
tertuang dalam Qanun NAD tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat 
Islam. Bab IV Pasal 5 (1) berikut : Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh 
di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau 
badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung 
tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya. 
Umumnya semua masyarakat Aceh mendukung penerapan Syariat 
di Aceh dan desa khususnya, namun di zaman serba cepat dan sibuk 
dengan berbagai aktifitas ekonominya masyarakat tidak peduli karena 
menganggap bukan urusannya dan bukan tugasnya, karena yang banyak 
terjadi pelapor dalam hal ini masyarakat akan mendapat teguran dan 
umpatan oleh tersangka. Maka dari itu masyarakat seperti acuh tak acuh 
terhadap berbagai pelanggaran qanun yang terjadi di kota Banda Aceh. 
B. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengontrol Penerapan 
Syari’at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh. 
Dalam menerapkan Syari‟at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh 
pemerintah kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya. selain 
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menggerkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam 
penerapan Syari‟at Islam. Pengembangan struktur desa secara 
proporsional, untuk memaksimalkan masyarakat maka disetiap desa 
seharusnya perlu penambahan ksur Syariat Islam yang di pimpin oleh 
tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efesiensi, 
maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat di fokuskan pada desa-
desa yang pelanggaran syariatnya menonjol saja. 
Pengembangan pos-pos WH (Wilayatul Hisbah) pada daerah yang di 
pandang rawan pelanggaran maisir, di mana setiap pos di monitoring oleh 
setiap WH secara maksimal dengan system yang profesional, pada pos-
pos tertentu perlu pula di dampingi oleh pihak kepolisian, hal ini dapat 
ditempuh melalui berbagai kerja sama dengan pihak kepolisian, baik pada 
tingkat Polsek sampai dengan Polda. Sangat penting juga bahwa perlu 
adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, pemilik rumah sewa, 
pemilik Warung Internet (warnet), dan lain-lain tentang konsistensi mereka 
dalam melaksanakan dan menjaga syariat ditempatnya sebagaimana 
tersirat dalam Qanun nomor 5 Syariat Islam dan Qanun nomor 13 tentang 
Maisir khusunya pada pasal 9 ayat I dan 2. 
Pemerintah juga mengupayakan adanya kerja sama inten dan 
sungguh-sungguh dengan berbagai pihak tempat terpusatnya kegiatan 
kumpul-kumpul oleh masyarakat kota Banda Aceh, kerena pelanggaran 
qanun maisir, awalnya dilakukan dengan kegiatan berkumpul bersama. 
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Jika terjadi suatu pelanggaran, pemerintah akan menindak tegas. 
Selama ini memang sangat dilematis bagi WH, karena WH tidak memiliki 
wewenang apapun dalam pemberian sanksi, misalnya pencabutan izin 
usaha. Sering kali dari temuan pelanggaran sudah terjadi berulang-ulang, 
dan perlu pemberian sanksi administratif sesuai qanun maisir Bab VII 
point a dan b, namun ketika dikoordinasikan dengan Pemda sebagai 
instansi yang memiliki wewenang penuh untuk, pertimbangan pemberian 
sanksi tidak lagi mengacu kepada pelanggaran qanun-qanun Syariat 
Islam dan Maisir/judi, tetapi lebih kepada pertimbangan ekonomi kota. 
Pihak Peerintah juga akan segera mengesahkan Qanun Jinayah. 
Peranan WH sebagai polisi syariah sangat banyak mengandung 
kelemahan, mulai dari sistem penggerebekan sampai dengan proses 
pengadilan dan penetapan keputusan pengadilan, WH sebenarnya tidak 
memilki legalitas formal yang jelas dalam menuntaskan Pelaksanaan 
Syariat Islam secara kaffah, sehingga perlu disediakan payung hukum 
yang lebih memadai dalam melaksanakan Syariat Islam mulai dari 
penagkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan untuk 
diproses. 
Selain itu, Pemerinta Kota Banda Aceh membentuk lembaga-
lembaga yang bertugas sebagai Pelaksana Syari‟at Islam, yaitu : 
1. Dinas Syariat Islam 
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Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur 
pelaksana syari‟at Islam di lingkungan kota Banda Aceh yang 
kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas Syari‟at Islam dipimpin 
oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Adapun fungsi dari Dinas 
Syari‟at Islam adalah : 
1. sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, 
penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari‟at 
Islam serta mendokumentasikan dan mneyebarluaskan hasil-
haslinya 
2. pelakasan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan 
pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan 
pelaksanaan syari‟at Islam. 
3. Pelaksana tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan 
ketertuiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta 
penyemarakan syari‟at Islam. 
4. Pelaksana tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan 
pengawasan terhadap pelaksana syari‟at Islam di tengah-tengah 
masyarakat 
5. Pelaksana tugas yang berhubungan bimbingan dan penyuluhan 
syari‟at Islam. 
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas  
Syariat Islam mempunyai kewenangan: 
1. Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-
unsur syariat Islam. 
2. Melestarikan nilai-nilai Islam. 
3. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam 
yang meliputi  bidang-bidang aqidah, ibadah, mu‟amalah, akhlak, 
pendidikan, dan dakwah Islamiyah, amar am‟ruf nahi munkar, 
baitulmal, kemasyarakatan, syariat Islam, pembelaan Islam, qadha, 
jinayat, munakahat dan mawaris. 
4. Mengawasi terhadap pelaksanaan syari‟at Islam 
5. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan 
Tilawatil Qur‟an (LPTQ). 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala 
Bidang Dakwah Ridwan Ibrahim S.Ag., M.Pd (Rabu 4 Maret 2015) beliau 
mengatakan perkembangan penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh 
sangat kuat dan kental. Sebagimana Visi dari kota Banda Aceh pada awal 
tahun 2012 visi ini juga sesuai dengan komitmen pemerintah kota Banda 
Aceh, yang akan menjadikan ibu kota Serambi Mekkah ini sebagai model 
kota Madinah.  
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Istilah Madani sendiri merujuk pada masyarakat Islam yang pernah 
dibangun nabi Muhammad SAW dinegeri Madinah. Perkataan Madinah 
dalam bahasa arab dapat diapahmi dari dua sudut pengertian. Pertama, 
secara konvensional kata madinah dapat bermakna sebagai “kota”  
kedua, secara kebahasaan dapat berarti “peradaban” meskipun diluar 
kata “madaniyah” tersebut, peradaban juga disebut dengan kata 
“tamaddun ( http://tazaemjayy.blogspot.com/2014/07/bandaaceh diunduh 
tanggal 13 maret 2015 pukul 14.02 WIB).  
Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma, serta 
masyarakat yang maju dalam pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Oleh karena itu,  masyarakat kota Banda Aceh harus memiliki sikap yang 
sejalan dengan visi kota Banda Aceh. 
Ridwan Ibrahim S.Ag., M.Pd, beliau mengungkapkan bahwa Seluruh 
kekuatan dikerahkan untuk  merealisasikan qanun qanun syariat islam. 
Kota banda aceh sangat komitmen dan bersungguh-sungguh untuk 
terjadinya percepatan penerapan syariat islam. salah satu upayanya yaitu 
dengan mengadakan dakwah yang dihadiri oleh ribuan jamaah dari 
berbagai elemen mansyarakat yang ada di kota Bnda Aceh. Setiap hari 
Jum‟at, pemerintah kota Banda Aceh akan mengadakan diskusi publik 
didalam diskusi, pemerintah kota Banda Aceh berdiskusi mengenai upaya-
upaya yang dilakukan dalam penerapan syari‟at Islam di kota Banda 
Aceh. 
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Adapun dalam proses Penerapan syariat Islam, pihak Dinas Syariat 
Islam saling berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memilki fungsi 
dan wewenang dalam penerapan syariat Islam. Dalam proses eksekusi 
cambuk, pihak Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan 
selaku penuntut eksekutor . Begitupun dengan koordinasi dengan Satpol 
PP  Wilayatul Hisbah dan juga Pihak Kepolisian yang dalam hal ini 
bertindak sebagai penyidik. Selama proses penyidikan, tersangka di tahan 
di kantor Satpol PP WH. Dinas Syariat Islam datang memberikan tausiyah, 
bimbingan rohani kepada tersangka.  
Tausiyah atau bimbingan rohani yang diberikan oleh pihak Dinas 
Syariat Islam adalah selama tersangka di tahan di kantor Satpol PP WH 
dan sebelum naik ke panggung eksekusi cambuk. Tausiyah atau 
bimbingan rohani berisi tentang susahnya hidup seseorang jika 
melakukan perbuatan dosa secara terus menerus, menabung dosa berarti 
menabung kesusahan di dunia dan akhirat. Tausiyah atau bimbingan 
rohani ini diharapkan mendatangkan kesadaran kepada pelaku 
pelanggaran qanun agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. 
Ridwan Ibrahim S.Ag., M.Pd, beliau juga mengatakan bahwa Dinas 
Syariat islam memberikan semangat kepada terdakwa bukan memarah-
marahi atau menggurui. Syariah adalah solusi hidup, syariah bukan 
beban. Jadi diharapkan setelah mendengar tausiyah atau bimbingan 
rohani, terdakwa siap menerima hukuman di dunia, dan menyadari bahwa 
hukuman cambuk bukan penyiksaan hukuman ini tidak sebanding dengan 
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apa yang telah diperbuat. Tetapi sebagai salah satu upaya untuk 
menyadarkan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan 
orang lain. Dapat dikatakan bahwa hukuman cambuk adalah hukuman 
untuk memanusiakan manusia. 
2. Wilayatul Hisbah  
Pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan yang 
melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas 
pelanggaran Syari‟at Islam mengenai struktur, kewenangan ataupun 
mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang 
diatur dalam qanun. 
Wilayatul Hisbah (WH) merupakan satu badan pengawasan yang 
bertugas melakukan amar Ma‟rufnahi munkar, meningatkan masyarakat 
mengenai aturan-aturan syari‟at, langkah yang harus mereka amibil untuk 
menjalankan syari‟at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. WH 
diberikan izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta 
melakukan tindakan yang menghentikan upaya pelanggaran atau 
sebaliknya mengarahkan orang-orang atau masyarakat melakukan ajaran 
dan perintah syariat. 
Susunan organisasi Wilayatul Hisbah terdiri atas : 
1. Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi 
2. Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/kota 
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3.Wilayatul Hisbah tingkat kecamatan dan 
4.Wilayatul Hisbah tingkat kemukuman. 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Seksi 
Penegakan perundangan-undangan Syari‟at Islam Wilayatul Hisbah, 
Evendi A.Latif S.Ag, (Juma‟at 6 Maret 2015), beliau mengatakan bahwa 
WH menekankan pada ajaran untuk melakukan perbuatan baik (amar 
ma‟ruf)  dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar). Munkar, untuk 
mengharap ridha Allah, bukan untuk menjatuhkan hukuman dan sekedar 
ketertiban masyarakat. Jadi dimensi moralnya sangat menonjol. 
Evendi A.Latif S.Ag mengungkapkan bahwa, kinerja pihak WH dalam 
penegakan syri‟at Islam sudah dilakukan secara maksimal. Namun pun 
pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Didalam penerapan 
syari‟at Islam pihak WH memerlukan partisipasi dan kerja sama 
masyarakat kota Banda Aceh. Karena tanpa adanya kerja sama 
masyarakat dalam hal penerapan syari‟at Islam akan sangat sulit bagi WH 
untuk menerapkan syari‟at Islam yang ada di kota Banda Aceh. 
Dalam penerapan syari‟at Islam oleh pihak WH dilakukan berbagai 
upaya. Salah satunya adalah dengan mengadakan patroli selama 24 jam 
di Kota Banda Aceh. Patroli ini diharapkan mampu meminimalisir 
pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. 
Evendi A.Latif, beliau mengatakan bahwa, untuk kasus pelanggran 
maisir/judi, tiap tahun semakin meningkat. Terbukti dengan dengan data 
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yang dimiliki oleh pihak WH beberapa tahun terakhir, pelanggaran qanun 
dibidang maisir/judi adalah yang terbanyak disusul dengan Pelanggaran 
qanun dibidang khalwat dan pelanggaran qanun dibidang Khamar. 
Pengawasan pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu tugas 
dari Wilayatul Hisbah. Namun kenyataannya, lembaga ini tidak mampu 
berbuat ketika terjadi pelanggaran syariat Islam terjadi di masyarakat. 
Untuk mengembalikan ini, diperlukan niat baik dari pemerintah untuk 
mengembalikan WH sebagai lembaga pengawas pelaksana syariat Islam 
yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam bekerja. 
Pengembalian ini dapat dilaksanakan baik dengan mengembalikan WH 
dibawah Dinas Syari‟at Islam atau membuat WH sebagai lemabaga 
otonom seperti halnya kepolisian atau kejaksaan.   
3. Majelis Permusyawaratan Ulama 
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD merupakan penjabaran 
keiistimewaan daerah Aceh di bidang Peran Ulama dalam Pentepan 
Kebijakan Daerah. Lembaga MPU ini sebagai pengganti Lembaga Ulama 
Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada sebelumnya. 
Menurut Perda tersebut, lembaga MPU ini merupakan suatu badan yang 
independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah daerah dan DPRD. 
MPU merupakan mitra sejajar Pemerinta Daerah dan DPRD (Taufik dan 
Syamsul Rijal, 2004, 31). 
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MPU bertugas memberi masukan, pertimbangan, bimibingan dan 
nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari 
aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah Daerah maupun kepada 
masyarakat daerah. Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata 
Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan 
Instansi lainnya. Dalam qanun tersebut secara konkrit ditegaskan tentang 
kewenangan Majelis Permuswaratan Ulama (MPU) yakni : memberikan 
pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada 
Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kejaksaan, KODAM 
dan lain-lain badan/Lembaga Pemerintah. 
4. Lembaga Kejaksaan 
Lembaga lain dalam proses penegakan hukum Syari‟at Islam adalah 
Lembaga kejaksaan yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh yang merupakan bagian 
dari Kejaksaan Republik Indonesia. Berbeda dengan Kepolisian yang 
tugasnya diatur dalam Qanun, mengenai Kejaksaan tidak diatur dalam 
qanun. Oleh karena itu maka Kejaksaan Tinggi Aceh mengacu kepada 
tugas dan wewenang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang kejaksaan 
adalah : 
1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 
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 a. Melakukan penuntutan; 
 b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang-Undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 
penyidik. 
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan 
kuasa negara bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama pemerintah. 
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan  : 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengawasan peredarab barang cetakan; 
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f. peneliti dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Bidang 
Pidana Umum  Muhammad Amri., S.H (Senin 2 Maret 2015) beliau 
mengatakan bahwa perna kejeksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan 
Qanun Provinsi Aceh antara lain, menerima SPDP (Surat Perintah 
dimulainya Penyidikan) dari penyidik Kepolisian, meneliti berkas perkara 
oleh Jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah dimulainya 
Penyidikan) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara 
baik kelengkapan diberlakukan di Aceh saat ini menjadi kompetensi 
Mahkamah Syari‟ah untuk mengadilinya. 
Berpijak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan 
Kehakiman, dapat dipelajari mengenai kewenangan yang diperoleh 
keempat lingkungan peradilan.  Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sementara 
itu, Peradilan Syari‟ah Islam di Aceh yang putusannya pada Mahkamah 
Syari‟ah Kota atau kabupaten untk tingkat pertama dan Mahkamah 
Syari‟ah Provinsi untuk tingkat banding. Jika dilihat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
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mempunyai kunikan yang berbeda dengan  badan peradilan khusus 
lainnya karena ia merupaka pengadilan khusus dalam lingkungan 
peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan 
peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan 
peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang 
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. 
Dalam Proses hukuman cambuk, Kejaksaan bertugas sebagai 
eksekutor. Jaksa betugas menjadi pelaksana dalam proses hkuman 
cambuk. Beradarkan Qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan  
Syari‟at Islam di dalam bidang Aqidah, Ibadah syi‟ar Islam terdapat dalam 
Bab IV pasal 14 sampai  dengan pasal 19 sampai Pasal 25, Qanun Nomor 
13 Tahun 2003 tentang maisir terdapat dalam Bab IV Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 22, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dalam 
Bab IV Pasal 16 sampai Pasal 21, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 
tentang pengelolaan Zakat terdapat dalam Bab XII Pasal 32 sampai 
dengan Pasal 37. 
Eksekusi pidana cambuk di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam 
pertama kali dilaksanakan Pada Hari Jum‟at tanggal 24 Juni 2005 
bertempat di halaman Masjid Agung Bireuen. Jaksa pada kejaksaan 
Negeri Bireuen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam 
melaksanakan ekesekusi terhadap 15 dari 26 terpidana yang dijatuhi 
hukuman cambuk.Eksekusi tersebut dilaksanakan setelah melaksanakan 
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shalat Jum‟at dan eksekusi tersebut disaksikan oleh ribuan warga 
masyarakat Aceh serta wartawan yang hendak meliput peristiwa tersebut. 
Hukuman cambuk dilakukan bagi para terhukum yang telah 
melakukan pelanggaran, dan bagi terhukum wajib dijatuhi hukuman 
cambuk sebagai pelaksanaan syariat Islam. Proses pencambukan 
tersebut dilakukan dengan menggunakan rotan yang berdiameter 0.7 cm 
sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung 
ganda/tidak dibelah, jarak antara Algojo dan terpidana minimal 70 cm 
sampai dengan 1 meter, dengan sudut kurang lebih empat puluh derajat. 
Pelaksanaan pidana cambuk tersebut dilaksanakan diatas alas berukuran 
minimal 3x3 meter.Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali 
kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Adapun kadar pukulan atau 
cambukan tersebut tidak sampai melukai. 
Sebelum melakukan pencambukan, secara medis, terpidana harus 
dinyatakan sehat oleh dokter yang diperoleh dari dokter dan dituangkan 
didalam surat keterangan. Jika setelah melakukan proses pencambukan 
terjadi kesalahan dalam masalah kesehatan maka harus segera 
mendapatkan penanganan dari tim medis yang telah dipersiapkan. Bagi 
terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa 
diikat, dan memakai baju tipis berwarna putih yang telah disediakan serta 
menutup aurat.Sedangkan bagi terhukum perempuan dalm posisi duduk 
dan ditutupi kain diatasnya. Hukuman cambuk bagi wanita hamil dilakukan 
setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila 
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selama pencambukan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan 
terhukum berdasrkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan 
dapat ditunda sampai dengan waktu yang cukup memungkinkan. 
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 
tentang pelaksanaan „uqubat cambuk yang disebutkan apabila diperlukan, 
sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan 
bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau 
permintaan terpidana. 
Dalam pasal 7 ayat (1) jaksa menghadirkan terpidana ke tempat 
pelaksanaan pencambukan terlebih dahulu memberitahukan keluarganya, 
kemudian pada ayat (2) menyatakan pemberitahuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya 
3 hari sebelum pencambukan. 
Dalam pasal 8 petugas yang ditunjuk untuk melakukan 
pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup 
wajah yang terbuat dari kain. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa pada 
saat dilakukan pencambukan, terhukum wajib menggunakan : 
menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan; 
berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan 
dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Pada Pasal 10 ayat (1) 
setiap terpidana dicambuk oleh seorang algojo (pencambuk), ayat (2) 
apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka 
pencambukan akan dilanjutkan oleh algojo (pencambuk) lainnya, ayat (3) 
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penggantian pencambuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) 
diputuskan oleh jaksa. 
Dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pencambukan akan dihentiakn 
sementara apabila : 
1. Terpidana luka akibat pencambukan; 
2. Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan 
pertimbangan madis; 
3. Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebulum 
pidana cambuk selesai dilaksanakan. 
Pasal 12 menyebutkan bahwa : 
1. Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 
5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 huruf a dan b, maka terpidana akan dikembalikan pada 
keluarganya; 
2. Terpidana atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan 
terpidana kepada jaksa secara berkala; 
3. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk 
menghadirkan terpidana dihadapn jaksa. 
Dalam pasal 13 menjelaskan : 
1. Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebgaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sebagaimna diatur dalam Pasal 11 
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huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan 
dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani „uqubat cambuk. 
2. Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah ditangkap 
dan diserahkan kepada jaksa. 
Dalam pasal 14  
1. Setelah pelaksanaan pencambukan: 
a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan 
pencambukan. 
b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan 
pencambukan sebagai saksi. 
c. Jaksa membawa terpidana ke ruangan yang telah disediakan untuk 
seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada 
keluarganya. 
2. Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara 
sempurna, maka alasan penundaan atau penhentian sementara 
harus ditulis didalam berita acara. 
3. Satu lembar salinan beruta cara diserahkan kepada terpidana atau 
keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh 
atau sebagian pidana. 
Dalam pasal 15, menjelaskan bahwa atas permintaan jaksa, 
pengawalan terpidana dan pengumuman pelaksanaan „uqubat cambuk 
dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/kota setempat. 
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4. Lembaga Kepolisian 
Lembaga Kepolisian disini adalah lembaga yang terdapat di Kota 
Banda Aceh. Lembaga Kepolisian memiliki peran pada proses peradilan 
dalam rangka melaksanakan syari‟at di kota Banda Aceh. Lembaga 
kepolisian haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan 
budaya yang tumbuh dan berkembang di kota Banda Aceh.  
Dalam padal 207 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 
tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa seleksi untuk menjadi 
bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh 
dilaksanakan oleh kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan 
hukum, syari‟at Islam dan budaya serta adat istiadat dan kebijakan 
Gubernur Aceh.  
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk di Bidang Maisir  
Dilihat dari angka statistik pelaku maisir yang terjadi di Kota Banda 
Aceh sejak Tahun 2011 hingga tahun 2014 angka kasus maisir 
mengalami peningkatan. Kasus maisir adalah kasus yang paling banyak 
terjadi di Kota Banda Aceh di susl Khalwat dan Khamar. Tercatat tahun 
2011 30 kasus, Tahun 2012 ada 40 kasus, tahun 2013 45 kasus dan 2014 
65 kasus. Data statistik ini mengindikasi bahwa penerapan Hukuman 
cambuk belum berjalan secara efektif. Terbukti dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan.  
Tingkat pelanggaran maisir di kota Banda Aceh sudah mencapai 
angka yang mengkhwatirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
antara lain: lemahnya pengawasan orang tua, masyarakat, dan 
tersedianya tempat-tempat yang mendorong untuk melakukan praktik 
perjudian misalnya, warnet, rumah kost, warung kopi. Warnet yang di 
jadikan sebagai tempat praktik judi online, rumah kost yang hanya dihuni 
oleh mahasiswa/mahasiswi tanpa ada penjaga kost, karna kebutuhan 
ekonomi, untuk mengisi kekosangan waktu, karena tidak adanya 
pekerjaan yang tetap, lemahnya pengwasan pemerintah dan masyarakat 
setempat, peranan lembaga formal yang sangat terbatas, dan tidak 
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adanya sosialisasi tentang qanun maisir/judi pada kelompok-kelompok 
sasaran  serta semakin lemahnya pengetahuan ilmu agama. 
2. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol Penerapan 
Syari’at Islam di Kota Banda Aceh 
a. Pengembangan struktur desa secara proporsional, untuk 
memaksimalkan masyarakat maka disetiap desa seharusnya perlu 
penambahan ksur Syariat Islam yang di pimpin oleh tokohnya yang 
bersumber dari masing-masing desa, untuk efesiensi, maka penambahan 
kaur Syariat Islam ini dapat difokuskan pada desa-desa yang pelanggaran 
syariatnya menonjol saja. 
b. Pengembangan pos-pos WH (Wilayatul Hisbah) pada daerah yang di 
pandang rawan pelanggaran maisir, di mana setiap pos di monitoring oleh 
setiap WH secara maksimal dengan system yang profesional, pada pos-
pos tertentu perlu pula di dampingi oleh pihak kepolisian, hal ini dapat 
ditempuh melalui berbagai kerja sama dengan pihak kepolisian, baik pada 
tingkat Polsek sampai dengan Polda. 
c. Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, pemilik rumah 
sewa, pemilik Warung Internet (warnet), dan lain-lain tentang konsistensi 
mereka dalam melaksanakan dan menjaga syariat ditempatnya 
sebagaimana tersirat dalam Qanun nomor 5 Syariat Islam dan Qanun 
nomor 13 tentang Maisir khusunya pada pasal 9 ayat I dan 2. 
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d.  Perlu adanya kerja sama inten dan sungguh-sungguh dengan berbagai 
pihak tempat terpusatnya kegiatan kumpul-kumpul oleh masyarakat kota 
Banda Aceh, kerena pelanggaran qanun maisir, awalnya dilakukan 
dengan kegiatan berkumpul bersama. 
e. Pemberian sanksi hukum yang tegas, selama ini memang sangat 
dilematis bagi WH, karena WH tidak memiliki wewenang apapun dalam 
pemberian sanksi, misalnya pencabutan izin usaha. Sering kali dari 
temuan pelanggaran sudah terjadi berulang-ulang, dan perlu pemberian 
sanksi administratif sesuai qanun maisir Bab VII point a dan b, namun 
ketika dikoordinasikan dengan Pemda sebagai instansi yang memiliki 
wewenang penuh untuk, pertimbangan pemberian sanksi tidak lagi 
mengacu kepada pelanggaran qanun-qanun Syariat Islam dan Maisir/judi, 
tetapi lebih kepada pertimbangan ekonomi kota. 
f. Pengesahan Qanun Jinayah. Peranan WH sebagai polisi syariah sangat 
banyak mengandung kelemhan, mulai dari sistem penggerebekan sampai 
dengan proses pengadilan dan penetapan keputusan pengadilan, WH 
sebenarnya tidak memilki legalitas formal yang jelas dalam menuntaskan 
Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, sehingga perlu disediakan 
payung hukum yang lebih memadai dalam melaksanakan Syariat Islam 
mulai dari penagkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan 
untuk dipengadilakan, dengan jalan percepatan rancangan Qanun Jinayat 
menjadi Qanun Jinayat. 
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B. Saran 
1. Perlu adanya partisipasi masyarakat seluruh desa Kota Banda Aceh 
dengan membentuk Gerakan Gampong Siaga Syariat (GAMSIA), 
sehingga peran dan fungsi gamping sebagai wadah penyiaran, 
pengawasan dan pencegahan prilaku negatif maisir/perjudian menjadi 
efektif pada semua kelompok masyarakat. 
2. Struktur desa perlu pengembangan dan penambahan secara 
proporsional, struktur desa yang ada selama ini di pandang tidak mampu 
lagi dalam menyelesaikan masalah dinamika social yang semakin 
komplek, oleh sebab itu perlu penambahan kaur baru (Kaur Syariat Islam), 
penangan masalah Syariat Islam selama ini tidak jelas dan sering kali 
penanganannya tidak ada format khusus sehingga sering menimbulkan 
masalah baru, seperti pelanggaran HAM, main hakim sendiri dengan dalih 
hukum adat, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan peran masyarakat, 
maka di setiap desa seharusnya juga memiliki dan memimpin Kaur Syariat 
Islam. 
3. Perlu adanya kontrak sosial dengan berbagai pihak, seperti warung 
internet, pemilik rumah kontrakan dan pemilik rumah kost, warung kopi 
dann sebagainya. Yang memuat komitmen dalam mendukung 
pelaksanaan syariat Islam di tempat masing-masing melalui sistem-sistem 
tertentu yang di pandang efektif dalam pencegahan perilaku menyimpang 
atau pelanggaran maisir/judi. 
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4. Perlu adaya sosialisasi terhdap masyarakat kota Banda Aceh yang non-
Muslim sehingga mereka menghargai dan menghormati masyarakat 
dalam melaksanakan Syariat dengan menyesuaikan diri dalam berperilaku 
yang sesuai dengan penundukan sebagaimana yang telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan 
Qanun-qanun yang terkait. 
5. Qanun Jinayat yang saat ini telah dibahas oleh DPR dan merupakan 
keinginan seluruh masyarakat Aceh agar segera diberlakukan sesegera 
mungkin tanpa merasa takut dengan intervensi negara lain. Karena 
membangun masyarakat harus sesuai dengan budayanya, karena 
kebudayaan itu tidak dapat ditukar dengan apapun. Dengan disahkan dan 
diberlakukan Qanun tersebut, Wilayatul Hisabah dan perangkat hukum 
lainnya akan memilki payung hukum yang jelas dan kuat dalam 
penyelesaian kasus-kasus syariat. 
6. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah berani agar seluruh warung 
internet (warnet), warung remang-remang (warmang), warung kopi 
dengan membuat aturan yang lebih jelas dan sesuai dengan syariat.  
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